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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/Permentan/OT.140/4/2012

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA
BANTU PENYULUH PERTANIAN TELADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu
Penyuluh Pertanian merupakan mitra kerja
Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil, dan
Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta dalam
melaksanakan penyuluhan pertanian;

b. bahwa untuk memberikan motivass  dan
meningkatkan kinerja Tenaga Harian Lepas Tenaga
Bantu Penyuluh Pertanian perlu dilakukan
penilaian yang dilaksanakan secara obyekiif,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
sehingga memberikan gambaran yang akurat dan
terukur;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan agar
penilaian terhadap Tenaga Harian Lepas Tenaga
Bantu Penyuluh Pertanian Teladan dapat berjalan
dengan baik dan lancar dipandang perlu
menetapkan Pedoman Penilaian Tenaga Harian
Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Teladan;
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4023);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009
tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018);

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun
2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

11.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
Il;

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Eselon | Kementerian Negara juncto
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;
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15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/
OT.140/1/2011 tentang Pedoman Pembinaan
Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh
Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN TENAGA HARIAN
LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH
PERTANIAN TELADAN.

Pasal 1

Pedoman Penilaian Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh
Pertanian Teladan seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian
tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagai acuan dalam
melaksanakan penilaian bagi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu
Penyuluh Pertanian Teladan.

Pasal 3

(1) Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penilaian Tenaga Harian Lepas
Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Teladan lebih lanjut ditetapkan
oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

(2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam bentuk Keputusan atau Peraturan Menteri.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 2 April 2012

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 10 April 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

*belum dalam bentuk lembaran lepas
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